Menimbang

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR 176  TAHUN201S

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIVAH MANAR AL UMMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

.mmmmmmﬁmnmmm

berbadun hukum untuk menyelenggamkan madmsah sesuni dengan
standar nasiona| pendidikan;

b. hhmwmmdlhmhp\minlmhhwmml
mmnﬁuinlﬂdﬁuhkdmk&yﬁnm ditetapkan;
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Penempan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Manar Al
Ummat Kabupaten Clnmis:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembarsn Negarm Republik Indonesin  Tahun 2005 Nomor 157,
Tambuhan Lembarun Negars Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
muh Md-pn
2013 wntang Perub Pemerintah Nomor 19 Tahun
mmmml Pudldhn(lmhm Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belsjar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negors Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4863)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan ...
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izin operasional sebagaimana dimaksod dalam Dikwm KESATU tetap
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggnl ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 135 Febnuari 2015

ANMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembarun
Negarn Republik Indonesis Tahun 2008 Nomor (94, Tambahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peoaturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang laan dan
Penyelenggarann  Pendidikan (Lembaran Negam Ml Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan I.nu Rwubllk
Indanesia Nomor 5130) lah diubah dengan Peraturan
wumocnmmomwmm
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaruan Pendidikon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembamn Negars Republik
Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan leiml Nomor 24 Tahun 2007 Standar

Sarana dan Prunml)amk kolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah P Ts iyah, dan Sckolah
wmm

9. Pemturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di  Kabupaten/Kota
sehagaimana telah diuboh menjadi Persturan Menteri Pendidikan dun
Kebudayaan Nemor 23 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan
Mmmmmummurmmomw

Pendidikan di Kabup

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Stsndar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;
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diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengawas Mudrssah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

padis Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor

684);

12. Peratursn Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran  Pendidiksn Muadrasah (Berita Negam  Republik
Indonesia Tahun 2013 Namor 1382);

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepals Bidang Pendidikan Madrasah
Nomor: NDAOM 11872015 Tanggal 11 Februari 2015;

2. Rekomendasi dari Kepals Kantor K jan Agamn Kby
Ciamis Nomor: Kd.10.072/PP.00.3/087/2015 Tanggal 19 Januari 2015;
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 0212/0118/10.M1.0020/2015

Diberikan kepada:
Nama Madrasah :  Madrasah Ibtidaiyah Manar Al Ummat
Alamat . Dusun Babakan RT.01 RW.11
Desa : Cikoneng
Kecamatan :  Cikoneng
Kabupaten : Ciamis
Provinsi :  Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Manar Al-Ummat
Akte Notaris Penyelenggara : Heri Hendriyana, SH.MH

No. 190 Tanggal 17 Desember 2014
Pengesahan Akte Notaris . AHU-0000358.AH.01.04 Tahun 2015

Tanggal 12 Januari 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):
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Bandung, 13 Februari 2015

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
~ KEMENTERIAN AGAMA
“PRQVINSI JAWA BARAT,




